
46

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada Bab II, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Polri terhadap penanggulangan penggelapan sepeda motor di

wilayah Yogyakarta adalah, penanggulangan diartikan sebagai usaha

mencegah dan mengurangi penggelapan sepeda motor diwilayah

Yogyakarta, yaitu dengan cara Polri memberikan penyuluhan hukum

terhadap masyarakat melalui radio, surat kabar, dan masuk kedalam

lingkungan sekolah-sekolah. Penyuluhan hukum tersebut dimaksudkan

agar masyarakat tidak mudah untuk percaya dengan orang yang baru

dikenalnya. Selain hal tersebut juga dengan memproses penyidikan

terhadap pelaku penggelapan sepeda motor yang telah tertangkap dan

dibuat BAP oleh Polri yang kemudian dilanjutkan ke Penuntut Umum.

2. Hambatan Polri terhadap penanggulangan penggelapan sepeda motor di

wilayah Yogyakarta adalah biaya operasional yang dibutuhkan Polri untuk

melakukan pengejaran pelaku maupun barang bukti yang telah keluar

wilayah Yogyakarta memerlukan anggaran biaya yang tidak sedikit.

Hambatan lain yang ditemui oleh Polri yaitu bila pelaku baru dikenal oleh

korban, sehingga minimnya informasi mengenai identitas pelaku tersebut

menyulitkan Polri untuk melacak keberadaan pelaku.
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B. Saran

1. Polri sebaiknya lebih sering melakukan operasi terhadap sepeda motor

yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab

dengan masyarakat sebagai wujud dari tugas preventif sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002.

2. Pemerintah hendaknya menambah anggaran biaya kepada Polri untuk

pengejaran pelaku dan barang bukti yang telah berada diluar Kota

Yogyakarta demi terwujudnya penyelesaian kasus-kasus penggelapan

sepeda motor.

3. Polri dan masyarakat harus bekerja sama dalam mencegah, menanggulangi

dan memerangi kejahatan penggelapan sepeda motor.
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